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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk 
perlindungan hukum terhadap anak sebagai pedofilia berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan 
mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi korban pedofilia. 
Metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan 
dan perbandingan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data 
yang bersumber dari bahan pustaka. Pemaparan data dilakukan dengan 
mendiskripsikan literatur yang diperoleh dan dianalisis sesuai dengan kajian 
yang menjadi fokus pembahasan. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat deduktif dan induktif. 
Simpulan dari penulisan skripsi ini antara lain (1) Bentuk perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia yaitu: Berdasarkan undang-
undang no 11 tahun 2012 antara lain: a).Jaminan keselamatan,baik 
fisik,mental maupun sosial pada pasal 58 (1) pada saat memeriksa Anak 
Korban/atau saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar 
ruang sidang, (2) pada saat pemeriksaan b) Hak mendapatkan pendampingan, 
dan c) Hak menjalani peradilan dalam situasi khusus untuk anakperkara. (2) 
Upaya pemerintah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pedofilia 
yaitu: a) penyuluhan hukum intansi penegak hukum, b) penyuluhan rohani/ 
agama, c) Melalui upaya preventif, dan d) Melalui upaya represif. 
 
Kata kunci : Anak Korban, Anak Saksi, Pedofilia, Perlindungan Hukum. 
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Abstract 
The purpose of thesis research is to know and examine the form of 
legal protection of children as victims of pedophilia based on the law 
number 11 of 2012 on the Criminal Justice System of Children and 
know the government's efforts to protect victims of pedophilia 
Method in writing this thesis is normative law research. 
Research is done by approaching legislation and comparison. The 
data used is secondary data, ie data that comes from library 
materials. Data exposure is done by describing the literature 
obtained and analyzed in accordance with the study that became the 
focus of discussion. Data analysis used in this research is descriptive 
which is deductive and inductive. 
The conclusions of this thesis writing are: (1) The form of 
legal protection for children as victims of pedophilia, namely: Based 
on the law no 11 of 2012, among others: a). Security guarantee, 
physical, mental and social in Article 58 
(1) when examining the Victim's Child / or witness, the judge may 
order the child to be taken out of the courtroom, (2) at the time of 
the examination b) The right to receive counseling, and c) The right 
to conduct the trial in a special situation for the child. (2) 
Government efforts as an effort to overcome pedophile crime are: a) 
law enforcement law enforcement agencies, b) spiritual / religious 
counseling, c) through preventive efforts, and d) Through repressive 
efforts. 
 
Keywords: Children Who Were Victims or Witnesses, Phedophile, 
Legal Protection. 
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PENDAHULUAN 
Anak adalah amanah dan 
karunia Tuhan Yang Esa yang 
dalam dirinya melekat harkat dan 
martabat sebagai manusia 
seutuhnya. Oleh karena itu,  
terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum harus mendapat 
perlindungan dan pengayoman 
khusus dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia 1945 telah diamanatkan 
kepada bangsa Indonesia yang 
termuat dalam salah satu tujuan 
Negara Republik Indonesia adalah 
untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia, mencerdaskan 
kehidupan bangsa serta menjamin 
setiap anak atas kelangsungan 
hidupnya, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi (Pasal 28b ayat(2) 
UUD hasil amandemen) 
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Undang-Undang Sistem Peradilan 
Anak yang mengedepankan diversi sebagai 
bentuk dari restorative justice dalam 
menyelesaikan perkara pidana yang 
berkaitan dengan anak. Oleh karena itu, 
dengan diberlakukannya Undang-Undang 
ini diharapkan motivasi pengembalian 
keadaan ke keadaan semula dapat 
diterapkan dalam kasus yang berkaitan 
dengan anak, jadi bukan penerapan sistem 
balas dendam yang dibutuhkan dalam 
menyelesaikan perkara dimaksud. 
 
METODE PENELITIAN 
Penulisan dalam skripsi ini 
menggunakan metode penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian 
dengan cara mengkaji peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
atau diterapkan terhadap suatu 
permasalahan hukum tertentu 
(Soerjono Soekanto, 2014: 52) 
 Data yang digunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah data 
sekunder, yaitu data yang bersumber 
dari bahan pustaka. 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah studi kepustakaan, yaitu 
serangkaian kegiatan yang berkenaan 
dengan pengumpulan data pustaka, 
membaca, dan mencatat serta 
mengolah bahan penelitian sehingga 
diperoleh data yang dibutuhkan dalam 
penelitian (Mestika Zed, 2008: 3). 
Teknik pemeriksaan keabsahan data 
pada penelitian ini menggunakan 
triangulasi data, yaitu teknik untuk 
mendapatkan data dari tiga sudut 
pandang yang berbeda dalam hal ini 
peneliti tidak hanya menggunakan satu 
teknik saja, tetapi menggabungkan 
berbagai macam teknik pengumpulan 
data dan sumber data untuk memenuhi 
tingkat kepercayaan dalam 
penelitian.(Djamal, 2015: 95). 
 
HASIL PENELITIAN 
Faktor pendukung timbulnya 
rasa toleransi pada lingkungan 
perguruan tinggi di Yogyakarta 
diantaranya, rasa senasib pada diri 
mahasiswa untuk dapat menerima satu 
sama lain, pada hakikatnya manusia 
tidak dapat hidup sendiri dan 
membutuhkan orang lain, interaksi 
yang terjalin juga turut di 
memperngaruhi tingginya toleransi 
yang diterapkan oleh mahasiswa. 
Pluralitas di Yogyakarta, baik dari segi 
kebudayaan serta keberagaman 
masyarakat Yogyakarta memberikan 
gambaran kepada mahasiswa 
pendatang dari luar daerah untuk dapat 
mengambil pelajaran mengenai 
kehidupan toloeransi yang tumbuh di 
Yogyakarta sejak zaman dahulu. 
Keberagaman baik dari segi 
kebudayaan, keyakianan, yang hidup di 
Yogyakarta dapat tumbuh bersama 
secara berdampingan juga turut 
didukung dengan adanya perhatian dari 
perguruan tinggi terhadap kehidupan 
lintas keyakinan pada perguruan tinggi, 
hal tersebut diwujudkan dengan 
diadakannya dialog lintas iman. Dialog 
lintas iman yang diselenggarakan di 
perguruan tinggi bertujuan untuk 
memberikan wawasan kepada 
mahasiswa mengenai keberagaman 
yang hidup di lingkungan mahasiswa, 
agar mahasiswa memiliki wawasan 
yang luas dan tidak bersifat fanatik 
terhadap keyakinan yang dimiliki dan 
menganggap keyakinan yang lain salah.  
Pengembangan nilai toleransi 
juga turut didukung oleh perguruan 
tinggi dengan cara memberikan ruang, 
fasilitas dan kesempatan yang sama 
terhadap semua mahasiswa tanpa 
membedakan keyakinan yang dianut. 
Sikap saling menghargai, menghormati, 
terbuka dan berlaku  
objektif terhadap perbedaan keyakinan 
menjadi pokok dalam mewujudkan 
lingkungan perguruan tinggi yang 
damai, sehingga tidak ditemukan 
perilaku serta kegiatan yang mengarah 
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pada intoleransi terhadap keyakinan 
tertentu. 
 
PEMBAHASAN 
A. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Anak: 
a. Jaminan Keselamatan, baik fisik, 
mental maupun sosial. 
Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak mengatur perlindungan 
mengenai jaminan keselamatan 
anak yang menjadi saksi dalam 
kasus pedofilia dalam Pasal 90 Ayat 
(1) butir (b) yang menyebutkan 
“jaminan keselamatan, baik fisik, 
mental, maupun sosial”. Jaminan 
keselamatan diperlukan sebagai 
seorang anak yang menjadi saksi 
dalam sidang peradilan pidana. 
b. Hak Mendapatkan Pendampingan 
Hal lain berkaitan dengan 
keselamatan yaitu keamanan dan 
kenyamanan anak yang menjadi 
saksi diatur pula dalam Undang-
undang No. 11 Tahun 2012. Pada 
Ayat (1) di atas, diketahui bahwa 
anak yang menjadi saksi dalam 
perkara pidana dapat dititipkan 
kepada lembaga perlindungan atau 
lembaga kesejahteraan sosial anak. 
Hal ini dapat dilakukan karena hasil 
pengamatan dari para pendamping 
anak tersebut melihat bahwa anak 
saksi yang bersangkutan memang 
memerlukan suatu perlindungan 
khusus. Demikian juga pada Ayat 
(4), penyidik maupun pihak lain 
dapat meminta lembaga peradilan 
untuk menyediakan rumah 
perlindungan saksi maupun 
perlindungan sosial di suatu tempat 
khusus. Setiap anak berhak 
mendapat pelindungan dari 
tindakan yang merugikan, 
menimbulkan penderitaan mental, 
fisik dan sosial. 
c. Hak Menjalani Peradilan dalam 
Situasi Khusus untuk Anak 
Menurut Undang-undang No. 
11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak Pasal (1) 
Ayat (5) disebutkan bahwa anak 
saksi adalah seseorang dengan 
pembatasan usia di bawah 18 tahun 
yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan tentang suatu 
perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
B. Upaya pemerintah dalam pemberian 
perlindungan hukum terhadap anak 
sebagai korban pedofilia: 
Pemerintah dalam upaya 
penanggulangan kejahatan seksual, 
antara lain: Penyuluhan hukum, 
Penyuluhan rohani/agama, melalui 
upaya preventif dan represif 
kemudian memasukkan kurikulum 
tentang  pelajaran seksual, masalah 
seksual dan kejahatan seksual pada 
semua level pendidikan sekolah. 
1. Penyuluhan hukum instansi 
penegak hukum yang dilakukan 
polisi dalam upaya pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan adalah 
memberikan himbauan dan 
melakukan patroli rutin 
untuk meningkatkan suasana aman 
dan tentram 
2. Penyuluhan rohani/agama, melalui 
penyuluhan keagamaan diharapkan 
keimanan seseorang terhadap 
agama kepercayaannya semakin 
kokoh, serta dimanifestasikan dalam 
perilaku yang baik sehari-hari di 
dalam masyarakat. 
3. Upaya preventif adalah suatu 
pengendalian sosial yang dilakukan 
untuk mecegah kejadian yang belum 
terjadi dapat dilakukan oleh orang 
tua, guru sebagai pendidik, 
masyarakat. 
4. Upaya represif adalah pengendalian 
sosial setelah terjadi penyimpangan 
kepada anak korban pedofilia 
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melalui bimbingan konseling, 
pelayanan bantuan medis dan 
bantuan hukum. 
SIMPULAN 
Bentuk perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban 
pedofilia yaitu: Berdasarkan 
undang-undang no 11 tahun 
2012 antara lain: a) Jaminan 
keselamatan, baik fisik, mental 
maupun sosial pada pasal 58 
(1) pada saat memeriksa Anak 
Korban/atau saksi, hakim 
dapat memerintahkan agar 
anak dibawa ke luar ruang 
sidang, (2) pada saat 
pemeriksaan b) Hak 
mendapatkan pendampingan, 
dan c) Hak menjalani 
peradilan dalam situasi 
khusus untuk anak. 
Upaya pemerintah sebagai 
upaya penanggulangan tindak 
pidana pedofilia yaitu: a) 
penyuluhan hukum intansi 
penegak hukum, b) 
penyuluhan  rohani/ agama, c) 
Melalui upaya preventif, dan 
d) Melalui upaya represif. 
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